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PEMEzuNTAH KABIJPATEN I(ENDAL

DII{AS PEI\DIDIKA}.I
Alamat : J1n. Pramuha Nomor 5 l(endal Telp. (0294) 381451

Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendiidtenclal'go.id X 51351

KtrPUTUSAI{
I(EPALA DINAS PtrNDIDII(AN I(AI}UPATI]N I(ENDAL

I,{OMOR t421.102/ 903 /DisPcndili

TENTANG

IZIN OI'ERASIONAL PEI\YELENGGARAAN PENDIDII{AN ANAK USIA DINI

KrL oMp oI( IlEIt"N{AIr.{ AL r(l+Y,'}*.Ail{ArAN ,AGERUYTTN G

liepala Dinas Pcndidikan l(:rbupaten I(endal,

Membaca : Surat Permohonan izin Operasional penyelenggaraan I(elompok Bermain

Nomor :02lAl-FatWIXl2}l4 tanggal, 2014 beserta lampirarnya yang diaiukan

oleh I(etua Penyelenggara l(elompok Beunain Al !'ath l(ecamatan

Pageruyung.

Meniinbang : a. bahr,va untnk pembinaan, tertib adrninistlasi clan pengendaiiau

penyelenggaraan I(elompo1i Bermain c1i I(abLrpaten lieuilal, ma1i"a perlr'r

diberikan izin operasional penyelenggaraar pendidikan,

b. bahwa berclasarkan pertimtangan sebagaimana tlaksud tersebut huluf 'a' c1i

atas perlu clitetapkan dengan I(eputusan l(epala Dinas Pendidilian I(abupatetr

Kendal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD satuan layanan

pendidikan l(elomPok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Llndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuiiau Daelrh-claetah

I(abupiten clalam Lingkungan Provinsi Jawa 'lengair sebagairuaniL telah

Oiubah dengan Unciang-Undang Nomor 9 Tahr-rn 1965 tentang 1?embeutltlian

Daerlh Tingkat II Batang (Lembartrn Negara tahun 1965 Nomor' 52,

Tarnbahan Lembarau Negara Nomor 2151);

Z. Undang-Unclang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterl Pendidikan Nasional

@emblran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarur Negara

Nomor 4310);
3. Unclang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukatt Peraturan

p.rrrrr,Iurrg-.,rc1angan .(Lembaran Nega'a Tahu' 2004 Nomor 53, Tambahsn

Leinbaran Negara Notnor 4389);

4. Undang-Unclang Nomor 32 'fahun 2OO4 tentang Pemerintahan I)aerah

(Lemblran Negara Tahr-rn 2004 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1137) iebagaimana telah cliubah clengan Unclang-Undaug Notnor 8

tahrm 2005 tentang Penetapan Peraturan Peurerintah Pengganti Unclang-

Undang Nomor 3 Tahr.rn 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 108, Tambahan Lembeuan Negar';r

Nomor 4548);
5. peraturan Pemer.intah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan N4ulai

Berlalirurya undang-unclang Nomor 12,73,14, clan 15 Tahrur 1950 clari hai

Irembentuhan daerah-claerah l(abupaten Jarva Tirnul/Tengah/lJarat clau Diterah

Istimer'va Yo gYaharta;



#)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan l(otamacly,ii
daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahr:n 1976 Nonor 25,
Tambdran Lembaran Negara Nomor 30j9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Penclidikan l,r"rar Sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negarar
Nomor 3461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stanclar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negzua Tahun 2005 Nomor 41, Tarnbahan L.emblrirn
Negara Nomor 4a9O;

9. Pelaturan Pernerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Anfara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pcmcrintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembalan Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal
Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 tentang Organisasi Peranghat
Daerah (Lembaran Negara Tahr,rn 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Ncgala Nomor 4731'3; I

11. Perituran Pcnicrintah Nomor i tunr, 2008 tentang Dekonsentrasi clan'l'ugas
Pembantuan (Ler:rbaran Negara Tahun 2008 Nornor 82, tarnbal'ran Lenbaran
Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengurdangan
dan Perrl eblrhrcserr Peraturan Perrurclung-Lrnciangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis clan
Bentuk Prodr"rk Hukum Daerah;

121. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Ploduk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 TahLrn
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Peraturan Daerah l{abupaten I(endal Nomor 14 Tahun 2007 rentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pernerintahan Pilihan yang lv{enjacli
I(etvenangan Pemerintah Daerah l(abupaten l(endal (Lembaran Daerah
I(abupaten Kendai Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No,B, Tam.bahan Lembaran
Daerah l(abupaten Kendal Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan,
I(edudukan, dan "lugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten l(endal (Lembaran
Daerah Kabupaten I(endal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan
Lembariin Daerah Kabupaten Kenclal Nomor 81).

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan administrasi dan verifikasi kelengliapan persyaratan izin
penyelenggaraan PAUD l(elompok Bermain tnnggal 6 Oktober' 20l4
dinyatahan lengkap dan mer:renuhi syar.at.

MEMUTUSIiAN
Menetapkan:

I(ESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pAUD , kepada :

Nama lembaga
Satuan layanan pendidikan
Alamat : Desa, RT/RW

Kec:Lmatan
Kabupaten

Berdiri pada
Penyelenggara

AL FATH
Kelompok Bermain '

Tambahrejo, 01 / 01

Pageruyung
I(endal
12 Agustus 2013
PI(K Desa Tambahrejo

IGDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum IGSATU I(eputusan ini diwajibkan nntr-rli :

1. Menyelenggarakan Kelompolc Bermain tersebut sesuai dengan Petunjult'feknis
Penyelenggiuaan I(elompok Bet'main ;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEE,NAM :

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan

Kecamatan setempat;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum

izin ini berakhir;
5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan

Tinggi.

Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagai-

mana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka tzin
penyelenggaraan Kelompok Bermain ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Surat Keputusan ini tidak berlaku apabila masa berlaku ijin operasional dalam
sertifikat sudah habis dan tidak diperpanjang kembali.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
Penyelenggaraan Anak Usia Dini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kendal.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: KENDAT,
: 22 Oktober 2014

S PENDIDIKAN

Pembina Utama Muda
NrP. 19600121 198403 1 006

M

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Pageruyung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Pageruyung
4. Pertinggal


